
LH.AARAN DAER.A,H KABUPATCN TINGKAT II PEI\IIALANG

SMI B NO. 4W0l !0n :7TAHUN1995

PERATURAI.I DAERAH KABUPATEI{ DAMAH TING1GT II

l { 01 / i 0R : )TAHUNLgg5 .

PII,IALANG

, . T E N T A N G

BIAY]\ PEI'IGAWASAN BANGUNAN-BANGUNAN

DENGAN RAKI{MAT TUHAN YANG }4AH/i ESA

BUPATI KEPALA Dlrr3AlI TII{GI(AT II PI;lvUit"{NG

t

I{enimbang : a.

b '

bahwa Peraturan Daerah Kabupatep Daerah

Tingkat II Pemalang Nomor f8 tafrun f9B4

tentang Biaya Pengawasan Bangunan-banqgn

an, dipandang sudah tidak sesuai lagi -

dengan eituasi Eewasa ini ;

bahwa sehubungan tereebut diatas, rnaka

dipandang perlu untuk meninJau kembali

dan menetapkan Peraturan Daerah yang bg

fllr

M e n g i n g a t  . r . . . . . . . r . (  2  ) .
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Mengingat : 1.

- 2 -

Undang - undang Nomor 1l Tahun fg5}'tentangPem

bentukan Daerah - ciaerah Kabupaten dalan ling-

Imngan Propinsi jawa iengah juncto Peraturan -

Pemerintah Itlornor 3?- Tahun 195O tentang Penetag

an mulai berlakunya Unciang-undang Nomor IJ Tg

hun 1950 ;

Unclang - undang Nohor L2/Drt, Tahun 1957 t.!

tang Peraturan Umurn Retribusi Daerah (Lernbaran

i'legara Republik Indonesia Tahun 1957 l,lomor 97 t

Tambahan Leilbaral liegara Republik Inclonesia I' lo

rnor I28B ) ;

Undang - undang Nonor 5 Tahun 1974 tentang Pg

kok - pokok Pemerintahan cli Daerah ( Lembaran

Negara Republik IncLonesia Tahun 1!f4 I' lomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Intlonesia No

nor fiJl ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 t"!

tang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di

Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ( Lembaran

Negara Republik Inclonesia Tahun I9B7 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No

nor JJJJ ) i

2 .

4.

l .  Keputusan Menter i  , . .  r . , .  (  t  )  .
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!. Keputusan l4enteri Dalam Negeri Nor,ror 84 Tahun 1!!J tentan5

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan I

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 28 lvlaret' L957 tentang

Mengatur Pembikinan dan Pembongkaran Bangunan - bangunan

dalan Kabupaten Pernalang ( Lembaran Propi-nsi Jawa Tengah -

Tahun L9r7, Tambahan Lembaran Prcpinsi Jawa Tengah l{omor

57 ), sebagaimana telah dlubah Pertama clengan Peraturan Da

er.ah Kabupaten Fenu.lang tanggal JI Juli 1959 ( Lembaran

Propinsi Jawa- Tengeh Tahun L}SOt Tambahan Lembaran Propin-

si Jawa Tengah Nornor 21 ) dan Kedua dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pemalang Nomcr ! Tahun L971 ( Lembaran Daerah Ja

wa Tengah Tahun 1974 Nomor 6Z ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor

11 Tahrn 1986 tentang Garis Sernpadan ( Lembaran Daerah Kg

bupaten Daerah Tingkat II Pemalang I'lcmor 6 Tahun 1987 Seri

C N o m o r 2 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pennalang Nomor

7 Tahun I9B7 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil- di Ling

Iorngan Pemerintah Kabrlpaten Daerah Tingkat fI Pemalang

( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang No-

mcr ]-4 Tahun ].987 Seri D lio. 6 ).

n

8.

Dengan persetujuan Dewan Perr*akilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pemalang,

I t { E M U T U S K A N  . . . . . . . . . r r . . . . . . .  (  4  ) .
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M . E M U T U S K A I , t  i

Menetapkan I pNi?ATUitaN DAi{tAH KABUPATdN D.{fEnAi{

TGNTAI..]G BIrryA pENG;rivgSAI{ BAI,,tGU}{irN

TII{GIGT II PH,IAIAI,IG

- BANGUNAN.

B A B  T

KJJIEI'JTUAI{ UI,{UM

Pasal I

D'1am Peraturarr Daerah ini yang dirnaksud dengan i

a' Bupati Kepala Daerah iarah Bupati Kepala Daerah ringkat rr perna_
lang ;

b. Pemerintah Daerah ialah pemerintah Kabupaten Daerah tingkat rr
Pernalang ;

c. Dinas Pekerjaa-n umur"r ialah Dinas pekerjaan umum iiiupaten Dae -
rah Tingkat II pemalang ;

d. Kas Daerah ialah Kae Daerah Kabupaten Daerah Tingkat rr pernalang

e. Pengawasan Bangunan-bangunan ialah segala bentuk kegiatan mer6r.
ayasi atau rnengendalikan terhadap Bangunan_bangunan yang dilaku
kan oleh peraeorangan, badan swasta naupun pemerintah 

I

f- rjin ialah surat rjin Membangun yang d.ikeruarkan oleh Bupati Ke
pala Daerah Tingkat II .penalane.

B  A  B  I I  . . t . r . . . . r . . . . r . .  (  5  )  .

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



'.:1"1'r:-: .=!!!!ryq

-5 -

BAB I I

TATA CARA PEI.IGAJUA,N IJIN

Pasal 2

Barang siapa bermaksud mendirikan Bangunan - bangunan di

Wilayah Kabupaten Daeratr Tingkat II Pemalang harus menda

pat ij in dari Bupati Kepala Daerah dan Cipungut bi4ya pe

nSawasan.

Paeal 3

Permintaan ijin sebagaimana dimaksuci Pasal 2 Peraturan -

Daerah ini, diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepa-

la Daerah, dengan d-isertai garnbar Bangunan yang menwrjuk

kan letak bangunan dan luas tanah yang te1a.h disahkan

oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 4 
-

ij in diberikan sesudah mendapat peroetujuan dari Kepala

Dinas Pekerjaan Unum.

Pasal 5

fjin diberikan atas nama perseorangan, badan hukum, dan

tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali ahli

waris / pLhak y,ang.ditunjuk.

B  A  B  I I I  . . . . . . o . . . . . r . . . r . . . .  (  6  ) .
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R I R  T T T

BIAYA PEI.IGAWASAN BANGUNAN-BaNGIJT{AN

pasa i  5

iI) Terh-aaap pembuatan baru bangunan - banguna.n yang tidak berti4g

kat besarnya biaya pengawasan sebago.i berikut :

a' Untuk Bangnuau - batig'rrrau y€r.ng 6r+lrrr..l ltrrrva aLarr sebagi.arr di

buat dari kayu, uiatas fondasi "lengan p?.sangan batu kerang-

ka kayq/uanbu dengan penutup atap seng/genting biasa tiap -

tiap neter persegi lrp.2ooroo ( au* ratus rupiah ) tlengan sg
rendah - rendahr5ra Rp.l,OOOrOO ( seribu rupiah ) ;

b, Pond.asi batu kaLi/bata nerah, .tinding tenbok li (setengah) -

batu, pilar kerangka atap kayu Kal-jrnanta.:r,/ral{ar kozen pintu

/iendera kayu Kalimantan, penutup atan genting biasar ran -

tai  plester t iap -  t iap l reter persegi l?p. looroo (t iga ratus

rupiah) dengan serendah - renclahnya Rp.2.5ooroo (dua ribu -

lima ratus rupiah ) ;

c. PcncLasi bat4,/s1oop, dinciing tembok yt (setengah) batu pakai

kolom praktis beton bertulang, kerangka atap kayu 6sliman --_.

tan, Kozen pintqr/jendela kayu Kalirnantan, penutup atap geg

ting biasar/plester dan lain - lain bahan sederhana tiap-tiap

meter persegi.!n. 4ooroo (enpat ratus rupiah) dengan ser€rr-

dah - rendahnya Rp. !"@Or'oo ( lina ribu rupialr ) ;

d .  P o n c i a s i  b a t u  . . . . . t . . r . r r . . r . . .  (  ?  ) .
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d.. Pondasi batq,/sloop beton bertulany'kolorn praktis, d.lnding

tembok 16 (setengah) batu, kerangka atap kayu Kalimantan -

. kozen pintq,/jendela kayu jati, penutup atap genting presr/

biasa, Iantai  bahan sedang t i i rp-t iap meter persegi r . . . r .

. Rp. 8OOr@ (clelapan ratus rupiah) dengan serenclah-rendah

nya itp.?.5OOrOO (tu;utr ribu lima ratus rupiah) ;

. P,->nrlasi batur/beton, rangka bangunan bertulanfbaiq,/kayu -
\-- jati, cinding tembok h (seten6ah) batu, penutup atas ge3

ting pres, soko sirap/asbes lantai traso/keramik dan laig

lain bahan mewah tiap meter persegi Rp. I.OOOTOO (seribu-

rupiah) atau serenclah-rendahnya P.p.lO.OOOrCo (eepuluh r!

b u ) .

(2) Terhaciap pembuatan bangunan - bangunan yang bertingkat bg

sarr\ya biaya pengawasan sebagai berilort !

a. Untuk tiap-tiap tingkat pertama, diprxrgut biaya pen8awasan

besarrrya sejumlah l# (satu setengah) kali biaya sebagai

mana ditentukan dalam ayat (f) Pasal ini, demikieue pula

untuk tiap - tiap tingkat kedua, ketiga dan seterusr\ya-

dipungut biaya sebesar 1# (satu seteng.ah)kali biaya

tingkat bawahqya ;

b. Bilik - bilik yang terletak diantara pyan (langit:langit)

dan diatas rurnatr tidak dianggap sebagai tingkat ;

c .  T e r h a c l f l p  r r . . r . . r . . r . | . . . . r .  (  8  ) .
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c. Terhadap bangunan - bangunan yang bertingkat berlaku

pula ketentuan biaya minimum sebagaimana dimaksud dg

lam ayat (1) Pasal in i .

(l) Tertraciap pembuatan baru bangunan - bangunan, sumur kotor

perigi, sumur guna pembuata.n kctoran clan ko1am, besarnya

biaya pengawasan t iap -  t iap meter persegi l ip.2OO'OO(dua

ratus rupi-ah) dan serentlal,rcrendahnya l?p'lOOOr OO (seribu

rupiah ) ;

(4) Terhadap pembuatan baru bangunan - ba.ngunan sisipan sepel

ti i lapur', bilik pelayan, ]<.amar mancti, kakus, gudangrkan -

Cang binatang, kamar kendaraay'garage hanya dipungut dari

jumlah tersebut clalam ayat (I) huruf d Pasal ini.

(5) Terhadap pembuatan baru bangunan - bangunan guna macam

mac.an alat dan mesin - nresin, Capur tempat perapian dan

cerobong aaapr besarnya biaya pengawasan tiap - tiap rneter

persegi Rp.2.)OOTOO (dua ribi tima ratus rupiah ) a"n sg

rendah - renoahnya Rp. 25.OOO'OO (dua puluh lima ribu rg

p iah  ) .

(6) Terhadap penbuatan

,/ trotoar, Iantai

macarn itu besarrrya

segi dikenakan !

baru bangunan - bangunan lantai 1*,.*

plesteran dan pekerjaan - pekerjaan sg

biaya pengawasan tiap - tiap meter per

a .  D a r i  b e h a n  . . . . . . r . r . . . . . o .  (  9  ) .

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



-9 -
' 

3.r Dari bahan yang dqpa.t meresap air beearnya Rp.JOOTOO

(tirna rafus rupiah) dan serend.ah - rendahqfa Rp.).OOOTOO

(l ima r ibu rupi,h) i

b. Dari bahan yang bersifat kedap qir besarnya Itp.l.lOO ,OO
( seribu lirur. ratus rupiah ) aan serendatr - renrlahnla o o

Rp. l l .OOOrOO ( l ima belas r ibr rupiah ).

._l?) TerhaCap pembuatan baru banglrnarr - bangunaa je,nbatan besar-

nya biaya pengawasan tiap - fiap meter persegi Rir.2.JOO'OO

( clua ribu lima ratus rupieh ) Aan serenCah - renclahnys r r.

i?p,2l.OOOr0O ( dua p'uluh lirna ribu rupiah ).

(8) Terhadap pembuatan berm bangrrnan - bangunan turap, pasangan

penutup, baik yang tetap maupun yang bergerakr55ot d.an ricel

terbuka besarnya biayn Bengawasan tiap-tiap meter persegi -

, 6emzmj€m6 Rp. 1.2)O'OO ( seribu dus ratus lima pututr rupiah)

tlengan serendah-rendahnya lip.12.5OOrOO (aua belas ribu lima

ratus rupiah ).

(9) Apabila mengenai rehabilitasi yang sifatnya berat, biaya pe

ngawasan dihitung setengah dari tarip-tarip tersebul tlalam
.\* 

Pasal 5 ayat (1) sampai clengan ayat (8) Peraturan Daerah ini-,

(1O) Untuk bangunan - bangunan yang penggunaan bersifat komersil,

untuk usaha maka dikenakan pungutan penBaw:r.san bang',anart *5
(du.a seteng:rh) X Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (8) fg

raturan Daerah ini.

(r t )  untuk bangunan-bangurao orr.( Io).
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(tf) Untuk ban,,pnan - bangunen rumah tc'mpat tinggal yang punya

nilai ekonomi tinggi seperti clitepi jalan-ja.lan protckol

cii kcta Perni-rlanq, kcta Kecani.:tan Petarukan, kota Kecama -

tirn Tanan, i<ota Kecarnetan Moga, kcta ltecam.'rtan Raniiu,long-

kaI, kota Keoami-rtan Conal diken:rkan pungutan pengawasan -

.b:rngunan sebesar 1}/z (srtu seten;;ah) I ra-sal- 6 ayat (1)

s:rmp,ri den6an ayat (E) ;. eraturln l.reruh ini.

k:rr,;lr1 7

(1) niaye pengav.rasan clihi"tune tiap - ticp meter persegi, ha1

j-ni dilakul.iin menurut Bi,ulan ienfiunan-ba,ngunan yang akan -

dibuat

(Z) f urr€i tlimaksud derrgan 3agau :3angunan - bangunan yang akar i

. dibuat ialah dasar yang diKelilingi garis-garis terluar -

ciari proyeksi vertikal dari bar:gunan-hangunan sepanjang -

rnen:lenai bagian yang terletak diatas tanah Rangunan.

(]) Tertrad:rp banguna.n jembatan biaya pengawasan ditentukan me

nurut luas pondasi d.an luas lantai jembatan c-rleh karena -

itu ctihitung menurut garis - 6aris terluas clari gambar ba

6q'' 
pasal B

(1) pemungutan biaya pengawasan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan

Umu.&. i

( 2 )  H a s i l  p e m u n g u t a n  r r r . t o . o . r . r r .  (  1 1  ) .
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(Z) Hasil pemungutan biaya penF;awaaan Bangunan - bangunan d!

setorkan ke Kas Daerah.

Pasal 9

(f) f 3in diberikan c'Lengan syarat-syarat yang Citetapkan r:leb

Brpati Kepala Oaerah c-ian apabila syarat-eyarat tilak ,ti

penuhi i j in dapat dicabut.

!) ApaUila ij in dicabut oleh Bupati Kepala Daerah karena se

suatu hal, maka ijin clan rencana nembuat bangunan-bangug

an tilak dapat dikernbalikan,

(l) ,fitrr r€ncana rnembuat bangunan-bangunan tidak dapat di

langsungkan, karena akibat sipemegang iji.n, maka biaya -

pengawa,san bangunan-bangunan tidak dapat dikernbalikan.

,  B A B  I V

P E N G C U A L I I \ N

Pasal 10

Dikecualikan dari ketentuan dimaksud dalan PasaL 6, Pasal 7
(..__.ln Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah bangunan-bangunan

yang didirikan guna i

a. Keperluan .Agama ;

b. Kuburan Umum ( Kecuali Bong Ciu dan Bon I'ay ) i

c .  K e p e r l u & r l  r . . . . . r . . . . . . . . r . . .  (  1 2  ) .
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c. Keperluan olah raga rJikenakan Or5 ( nol kcma lima )

Pasal 6 ayat (I) sanipai cienl;an ,ayat (B) ;

d. Kepentingan Umum dikenakan Or5 (not korna lima) Pasal

6 ayat (l) s.rn;,,1i cienqan ,:ryat (B).

B e l l  V

L'Iilic,.l.r/,r'. IAN

lrase-I 11

Irenqaw*rsan terh;rrj.ap pelaksanaan I''eraturan Da<:rah ini ciilakukan

cleh Inspektorat Wilayah ltabupaten Daerah Tingkat II Per:ralang -

Can Sagian Hukum Sekretariat ifikryah ,/ Daertrh Kabupaten Daera.h

11nAX3t I l  tsemali lnAr

, ' J A B  V I

K]1I}f,'ITUIT}.I IJIDAJ{A I]AI\i PEI'IYIijIKAN

Pasal 12

(1) tsarang eiapa melanggar ketentuan rlalan Pasal 2 clan Pasal 5

Peraturan Daerah ini di;rncam den5,an pi,dana kurungan selama

la:nanya J- ( tiga ) bularn atau clenda setinggi - tingginya

itp. JO.OOOTOO ( lirna puluh ribu rupiah ).

( 2 )  i ' e r b u a t a n  . . . . . . . . . . . . . .  (  f f  ) .
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(2) perUuatan yarrg diancam dengdn hukuman sebagairn,:nn terse

but ayat (l-) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal L3

Selain Pej::bat Penyir-iik Umum yang bertug:s menyitlik tin,lak

Pi,,lana i'enyidikan atas, lindak pidaner pelanggaran sebagaima-

nar dimaksud cialam Pnsal 12 Peraturan Daerah ini dapat ju6a

dil:rirukan rleh 1?ejabi.rt Fenyi{iis !'egawai Negeri Sipil diliqg

kungan Pemerintah laer,rh yang pensangkatan, kewenanga,n dan

pelaksanllannyl1 sesuai dengan !'eraturan Perundang - un,langan

yang berlirku.

.  B ' r B  V I I

i(Efilil?Ur:rlti br!,1\UTUii

Pas.'-rl 14

Hal -  ha1 yan4 belurn, i iatur c l l larn Perrt t rran l )aerah ini ,  akan

diatur lebih lanjut oleh Bupati Ksps]'1 Daerah sepanjang me-

ngenai 1eI :ksanailnny?.

Pasal 15

Dengirn berl:rkunya- Per,'r,turan Dalrah ini, make Per,ituran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Pem:llp.ni, Nomor 18 Tahun 1984

tentang Biayn Lrengawasan 
"Bang;unari. 

- bangunan dinyatakan E
dak berlaku lagi.
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P.:,scrl 16

Peraturan Daerah irii mulai berlaku pada tanggal diundangkarq

. Agar supaya setiap oriiu.j dapat r:rengetahuinyarmemerintahkan

pengundangAn Pereturarr D:rerah i-ni Cer:g:a.n penenpatannya dalam Lernbarari

Daerah Kiabupaten Daer;rh Tirtghat II F'cnr::lang.

ritetnpkan .ii l jemalang. \/

iriirta ta.n6gal 15 !'ebruari L995.

DEi'JirI\ PEiTbiAKr],PN HAiff;rI Dri.IlJjil*i JIUFA I I'J]ETAiI.li DTiERA}i TII{GKAT II

I i \BUPATEI 'J ] - i r rE . t , . ' } i  T INGi . ' . 'T  I I  
P  EMALANG

P E I { A L A I ' { G  r r ^ . ^

KSTI,A,  
v  tP '  

++, i

Cap .
I ? Au  u u  a

Drs. H. LA,SWADT Drs. H. SO.rivl;iitTONO.

D I S i i H K A i . J

.Den6gan Keputusan Gubernur Kepala Di:grah Ting;icrt I Jarva Tengah

?anggal 26 Mei 1995 tio. L88J/L4L//Iggj.

An. SEKiETARIS rrlll;rY.iii/Dn-'Jrli{li TINIIMT I *
J*v/i.r Ti.li'{G;i

Pj Kepala Biro Hukum

cap.
++r l

suTJr AsToTo, sll

Penata Tingkat I

t{r,. olo o88 157.

D f U i { D A i ' { G I { i ; } l  . . . , . . , , . .  (  1 5  ) .
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D I U N D A N G T . A N

Da1am Lembaran Daereh Kabupaten Daerah Ting,kat II

P e m a l a n g

llo. / Tanggal I Juni 1995

i ier i  B Nc. 4.

' 
sETi::utJiitrs idll;.ryliH / DAts?jiH

tll'lGirJrT II PEliAtuit{G

C a p ,

+ + A
v  9 u  a

Drs. hilotrf,,"TONO

Pembina Utama I'luda,

I{rP. 50O O2g 622.
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P E N J E L A S A N

A T A S
*

PTRATURAIJ DiilR;*i K'.BIJPriTEi.t DiEIt;rH TTNGKAT rr pul{.\Li+NG

NoMolt 5 Tr\i{Utl 1995

T E N T , ' . r l , l g

ilI. .Yi,- PENG/I W,.S:rl'{ Ilir'{GuhLiN -B;,r NGUNAI,I

r- Sji$ad.r{--U,,iuy
' tsahwa 

cia.lan rangka. untuk tertib clan amannya rlalam rnenclirikan

bengunan maka i'emerintah Daerah perlu nengadakan pengawasan

dalam pendirian bangunan-bangunan. .Bahwa per;rturan Daer;rh K-a

bupaten Laerah. Tingkat II pemalang Nomor l_8 Tahun 1984 tuI

tang L3iaye ljengaw:rsap Bangunan - bangunarr yang telah clisah -

kan dengan Surat Keputusan Gubernur Kep:rla D:er.sh Tingkat I

Jawa tlengah tanggal lt Pebruari l9B5 Nornor LBBJ/\3/ L9B5

dan ciiundangkan daram Lembaran Daerah Kabupaten Daerah ring

kat II Pemalang ,Jeri C Ncmor j Tahun 1985, dipandang tidak -

sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini. untuk itu maka

perru n:enetapkan kembali Peraturan Daerah dirnaksud dengan I-e

raturan Daerah baru.

*

I r .  P E I J ' F I L , i  S ; , N  p A s { i l  . . . . . . . . . . . ) .
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PM.iJELASAI{ i]ASAT IIF}II P/"SAL :

Pasal

Pasal

Pasal ]

r  l .vasar +

CuKup jelas

Yang; dimaksuci ciengan mendirikan

ban.gunan-b,:n{unan disini terma-

suk merehabilit;lsi banrSunan be-

r;rt.

Set iap permintaan i j in untrk -  v

r:ienJ-irikarr h:rnrr;unan liirrus diser

tai 5{ambar b.rnijuni-rn yslLg disah-

krrn oleh Lini:;: Pekerjnan Umunt.

I j in nenclirikan il -ulpisli ' ln-bangun

an tiiberikan sesudah uienrl:rprrt -

r1 { r rs r i t l r - i r ran  ; l . r i - i  I (epa le  D inas

PeKerja,an Umrn clengan telah mS

nienuhi persyaratan teknis adrni-

nistratif yang dit-^ntuJran sepel

t i :

a.  Surat Pengantar dar i  Desa /

Kelurahan ;

b .  . ju ra t  re rsc t t r  ju r rn  te tangga -

y.1ng beird,ekatirn I

c. Sura.t I'emilikan 'lanah 
I

d. Gembar i3angun;. 'nr ' iebfgaimana

ketentuan l)irsal J Peraturan

Daerah ini ;

e o i:esarnya biaya yang ditentukan.

-l

2

P a s i i l  5  . . r . . . . . . i . . . . . . (  J
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P r . q n l  q
, , j v ^ 5  r

Pesll 6 s/d B

P:s:rI j ayat

Fasel ' j  ayat

Cirn

s/a e :

s/d Pasal t6

- 2 . !

Yang dimaksud tlengan Badan Flukum,

yaitu Bedan Ilukum sebagaimana dl

atur dengan /erituri,rn Perundang r

undanqan yang berllku.

Dan yang- oimaksucl ahli waris/pihak

yang ditunjrk secara tertulis cig

ngan rnclilberitlhukitrr. terlebih cl-,rhu

lu kepaclla Din':s Fekerjaan Umum.

Cukui,  je l i rs.

: - C u k u p  j e l a s .

,ip:lbila pembultan brngunen, nre

nyirnpen5; dari ij ln yang diberikan,

maka ijin bangunan bisa disabut -

dan akib:t tidak d:rir'-..t ciilangsung

kannya brngunan, m:ka biaya Peng3

yasln bangun:rn tidak dair:rt dikelq

balil<an,

Cukup jelas.

Yang dimaksuC grma kepentingLn umum

.antarn lain :

Tempat Lembaga :3osial, ternpat Pencij

dikan, tenprrt-temprt Pengobaten Umun

Kantor dan tsangunan milik Pemerintah.

Cukup jelas.

/ - r \

\ t )

\ 4 1

Pasal 10

Pasal 1O

huruf

huruf

Pasal II
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